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ىٍح رنا ًٍح رنا االله ىسب 
 Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat 
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Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi 
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1. Ayah dan ibu tercinta ( Abubakar dan Soba ), yang selalu 
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yang baik. 
5. Prof. Dr. Romli SA, M.Ag , selaku pembimbing utama dan ibu 
Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I , selaku pembimbing kedua yang telah 
memberikan bimbingan dalam penyusunan tulisan ini. 
6. Syahril Jamil, M.Ag selaku penasehat akademik yang selama 
ini telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis 
dalam menyelesaikan perkuliahan. 
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 Produk yang dapat memberikan kenyamanan terhadap 
konsumen yakni dengan adanya label halal yang tercantum pada 
produk tersebut, dengan demikian penulis tertarik untuk membahas 
judul skripsi yang memiliki pokok permasalahan yaitu:  Bagaimana 
konsep Jaminan produk halal dalam Undang-Undang No 33 Tahun 
2014? Dan Bagaimana upaya Hukum dalam menjaga kehalalan atas 
produk yang bersertifikat halal ? 
Untuk menjawab permasalahan penelitian ini, penulis 
melakukan penelitian menggunakan metode library research, dengan 
menggunakan bahan hukum primer yang berupa Undang-undang 
Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan bahan 
hukum skundersemua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-
dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, 
kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan bahan-bahan yang 
berkaitan dengan permasalahan, dengan melakukan penelaahan 
terhadap fakta-fakta hukum kemudian dilanjutkan dengan 
mengumpulkan bahan-bahan hukum kemudian dengan menarik sebuah 
kesimpulan. 
 Hasil dari pengkajian ini menunjukan bahwa pada pasal 53 
Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 
menegaskan bahwa masyarakat ikut berperan dalam mengawasi produk 
halal yang beredar serta keberlakuan sertifikat halal itu sendiri berlaku 
selama 4 tahun dan pengajuan perpanjangan diberlakukan ketika 3 
bulan sebelum masa berlaku sertifikat tersebut berakhir, dan bagi 
pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang sudah 
mendapatkan sertifikat halal sesuai dengan yang tertera dalam pasal 56  
tersebut akan dikenakan sanksi pidana, hal tersebut merupakan upaya 
hukum yang diterapkan untuk menjaga kehalalan produk yang 
memiliki sertifikat halal.  








Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang 
secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian 
dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan 
sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di 





Nama Huruf Latin 
Nama 
ا Alif tidak dilambangkan 
tidak 
dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث ṡa ṡ 
es (dengan titik 
di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ 
ha (dengan titik 
di bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
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د Dal d De 
ذ Żal ż 
zet (dengan titik 
di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ 
es (dengan titik 
di bawah) 
ض ḍad ḍ 
de (dengan titik 
di bawah) 
ط ṭa ṭ  
te (dengan titik 
di bawah) 
ظ ẓa ẓ 
zet (dengan titik 
di bawah) 
ع „ain ....„... 
koma terbalik di 
atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun n En 
و Wau w We 
ه Ha h Ha 
xiv 
 
ء Hamzah ..'.. Apostrof 
ي Ya y Ye 
2. Vokal  
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  
 
a) Vokal Tunggal  
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harkat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah a A 
 Kasrah  i I 
ـُــ Dammah  u U 
 
Contoh:  
 بتك -kataba 
لعف - fa„ala 
رك ذ -żukira 
  بهذٌ  -yażhabu 
لئس -su'ila 
 
b) Vokal Rangkap  
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 







Nama  Gabungan huruf Nama  
ى .... Fathah dan ya ai a dan i 
و.... Fathah dan wau au a dan u 
 
Contoh: 
فٌك - kaifa 
لوه - haula 
 
c) Maddah 
Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, 









ى....  ا.... 
Fathah dan alif atau 
ya 
Ā a dan garis di atas 
ى... Kasroh dan ya Ī i dan garis di atas 
و..و.. Dammah dan waw Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
لاق - qāla 
ًمر - ramā 
لٌق - qīla 




d) Ta' Marbutah  
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 
1) Ta Marbutah hidup 
Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh 
dan dammah, transliterasinya adalah /t/. 
2) Ta' Marbutah mati 
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah /h/.Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta 
marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 
bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan 
dengan ha (h). 
Contoh:  
لافطلاا ةضور    -    raudatul al-atfal 
- raudatul al-atfal 
ةرونملا ةنٌدملا-   al-Madīnah al-Munawwarah 
-  
- al-Madīnatul Munawwarah 
 
e) Syaddah (Tasydid)  
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan   sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. 
Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan 
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah 
tersebut.  
Contoh:  
انبر - rabbanā 
لزن - nazzala 
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ربلا - al-birr 
معن - nu'ima 
جحلا - al-hajju 
 
f) Kata Sandang  
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
huruf, yaitu لا. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu 
dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan 
kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah. 
 
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang 
dipakai ada dua, seperti berikut: 
 
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah. 
Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  
Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 
tanda sambung/hubung. 
Contoh: 
لجرلا  - ar-rajulu 
شمشلا - asy-syamsu 
عٌدبلا  - al-badi'u 
ةدٌسلا  - as-sayyidatu 
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ملقلا  - al-qalamu 
للاجلا  - al-jalālu 
 
g) Hamzah  
Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa 
hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun, hal ini hanya 
terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, 
ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal: 
ترما  - umirtu 
لكا  - akala 
2. Hamzah ditengah: 
نوذخ أت - ta'khużūna 
نولك أت - ta'kulūna 
3. Hamzah di akhir: 
ءًش  - syai'un 
ءونلا  - an-nau'u 
  
h) Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 
yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau 
harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata 






نٌقزارلا رٌخ وهل الله نا و      - Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn. 
- Wa innallāha lahuwa khairur-
rāziqīn. 
 
نازٌملاو لٌكلا اوفواف   - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna. 
- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna. 
 
اهسرمو اهرجم الله مسب - Bismillāhi majrehā wa mursāhā. 
 
تٌبلا جح سانلا ىلع لله و - Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti 
manistatā‘a 
ilaihi sabīlā. 




i) Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 
kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital 
digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap  huruf awal nama diri tersebut, bukan 




لوسر لاا محمد ام و       - Wa mā Muhammadun illā 
rasūl. 
 
تلل ساتنلل عتض و تتٌب لوا نااتكرابم ةتكبب يذ  – Inna awwala baitin wudi‘a  
lin-nāsi lallażī 
       Bi Bakkata mubārakan. 
 
نارقلا هٌف لزنا يذلا ناضمر رهش     - Syahru Ramadāna al-lażī 
unzila fīhi 
      al-Qur'ānu. 
 
نٌبملا قفلاب هار دقلو       - Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-
mubīni. 
 
نٌملعلا بر للهدمحلا        - Al-hamdu lillāhi rabbil-
‘ālamīna. 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 
dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan 
itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh: 
 بٌرق حتف و الله نم رصن      - Nasrum minallāhi wa fathun 
qarīb. 
  
 اعٌمج رملاا لله       - Lillāhi al-amru jamī'an. 








Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 
pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan 
ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu 
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1. Latar Belakang Masalah 
Islam sebagai salah satu agama yang memberikan banyak sekali 
informasi aturan untuk menjamin perbaikan kelangsungan kehidupan 
manusia terutama untuk umat Islam itu sendiri. Sebagai agama yang 
memberikan pedoman hidup baik dalam hal kehidupan sehari-hari yang 
pedoman tersebut tertuang baik di dalam al-Qur‟an, hadis, maupun 
hasil dari ijtihad oleh para ulama sehingga memberikan tata aturan 
dalam kehidupan. 
Jual beli merupakan sesuatu yang tidak terlepaskan dalam 
kehidupan sehari-hari, yang mana jual beli menurut pengertian Syari‟at 
yang dimaksud dalam jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka 
rela. Atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan 
yaitu dengan berupa alat tukar yang sah.
1
 
Akan tetapi al-Qur‟an memberikan tuntunan bagi setiap umat 
Islam dalam hal jual beli. Apabila rukun dalam jual-beli tersebut sudah 
terpenuhi, yang mana menurut jumhur ulama rukun jual beli tersebut 
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antara lain yaitu adanya penjual, adanya pembeli, sighat dan, ma’qud 
‘alaih (objek akad).2 
Objek akad yang dijadikan bahan jual beli tentulah suatu barang 
yang diperbolehkan di dalam Syariat Islam, objek akad yaitu harga atau 
barang yang menjadi objek transaksi, adapun syarat-syarat objek akad 
tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Barang harus merupakan sesuatu yang menurut hukum 
Islam sah dijadikan objek kontrak 
2. Objek akad tersebut harus diserahkan ketika terjadinya 
kontrak 
3. Objek akad harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak 




Menurut Hendi Suhendi syarat-syarat benda yang menjadi objek 
akad ialah sebagai berikut : 
1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah 
penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang 
lainnya. 
                                                          
2
Wardi Muslich Ahmad, Fiqh Muamalah, Jakarta: Amzah, 2015, hlm. 180. 
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2. Memberi manfaat menurut Syara, maka dilarang jual beli 
benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara’, 
seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya. 
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada 
hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini 
kepadamu. 
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini 
kepadamu selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak 
sah sebab jual-beli merupakan salah satu sebab pemilikan 
secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan 
Syara’. 
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah 
menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap 
lagi. 
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain 
dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang 
baru akan menjadi miliknya. 
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7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus 




Menurut Abdul Rahman Ghazaly dkk, di dalam bukunya 
menyebutkan bahwa syarat yang terkait dengan barang yang diperjual-
belikan sebagai berikut : 
1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual 
menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. 
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. 
3. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki 
seseorang tidak boleh diperjual belikan. 
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu 
yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung
5
. 
Berdasarkan syarat-syarat tersebut meskipun dalam 
penyampaiannya berbeda akan tetapi dapat disimpulkan bahwa objek 
barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat bahwa barang 
tersebut harus sah menurut hukum Islam, barang tersebut tentulah harus 
berada dalam kepemilikan penjual, dan tentu barang tersebut haruslah 
                                                          
4
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 
71-73. 
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memiliki manfaat, barang tersebut ada ketika akad dilangsungkan, dan 
barang tersebut diserahkan setelah ijab qabul berlangsung. 
Hal jual-belipun ketika rukun dan syarat jual-beli sudah 
terpenuhi hal selanjutnya yang harus dilihat dari aspek barang yang 
diperjual-belikan, apakah barang tersebut termasuk kedalam kategori 
barang yang halal atau sebaliknya.Kata halal berasal dari bahasa Arab 
dari lafaz, halla yang berarti “lepas” atau “tidak terikat”. Dalam kamus 
istilah fiqh, kata halal dipahami sebagai segalasesuatu yang boleh 
dikerjakan atau dimakan. Dengan pengertian bahwa orang yang 
melakukannya tidak mendapatkan sanksi dari Allah SWT. Istilah halal 
biasanya berhubungan dengan masalah makanan dan minuman, 
misalnya makan nasi dan minum air.Kata halal selalu di lawankan dan 
dikaitkan dengan kata haram, yaitu sesuatu atau perkara-perkara yang 
dilarang oleh syara’.6 
Prinsip yang harus dipegang oleh seorang pebisnis Muslim 
adalah menjual barang/produk halal. Kehadiran barang halal adalah 
wajib dalam kehidupan setiap muslim. Sebaliknya, barang atau produk 
haram harus dihindari sejauh-jauhnya. Bila tetap menggunakan barang 
haram, maka akan mengakibatkan dosa yang seperti kita ketahui 
                                                          
6
AbdulManan, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Jakarta: 
Kencana, 2014, hlm. 159 
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bersama,  sebagai seorang  muslim kita selalu di ingatkan untuk tidak 
memakan yag haram dan hanya memakan yang halal lagi baik.
7
 
Sebagaimana firman Allah dalam Q.s al-Maidah: 5:88 : 
                     
     
 
Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang 
Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah 
yang kamu beriman kepada-Nya.” (Q.S al Maidah:88)8. 
 Adapun yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang 
haram dan halal adalah merujuk pada zatnya (subtansinya), dan bukan 
karena faktor eksternalnya, seperti karena hasil merampas, mencuri, 
dan yang lainnya, sebab harta hasil curian dan merampas dari segi 
zatnya halal dan pengharamannya hanya bersifat sisipan lantaran ada 
perbuatan merampas dan mencuri. Kalangan ahli fiqh mazhab 
menyebutkan bahwa mengetahui yang halal dan yang haram dalam hal 
makanan dan permasalahan yang terkait dengan ini, seperti memberi 
makan orang yang terpaksa, termasuk urusan agama yang paling 
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Anton Ramdan, Etika Bisnis Dalam Islam, Jakarta: Bee Media Indonesia, 
2013, hlm. 11-14. 
8
Al-Qur‟an Al-Karim Q.S al-Maidah: 5:88 
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penting. Sebab mengetahui yang halal dan yang haram adalah fardhu 
ain, dan ada ancaman berat bagi orang yang memakan harta haram.
9
 
 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati 
produk pertanian, Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang 
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan 
makanan atau minuman. 
10
 
 Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 
tentang pangan, menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan 
dasar manusia  yang paling utama dan pemenuhannya merupakan 
bagian dari hak asasi setiap rakyat indonesia. Pangan harus senantiasa 
tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan 
harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak 
bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya 
masyarakat.Mengkonsumsi produk halal menurut keyakinan agama 
(islam) dan/atau demi kualitas hidup dan kehidupan, merupakan hak 
warga negara yang di jamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. 
Khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 
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 Setiap konsumen mempunyai hak untuk memperoleh jaminan 
bahwa produk-produk yang dikonsusmsinya adalah halal, karena setiap 
muslim hanya boleh mengkonsumsi produk halal. Sementara tidak 
semua konsumen, seiring dengan rumitnya masalah teknologi pangan 
yang terus berkembang dapat mengetahui kehalalan produk makanan. 
Masyarakat tidak boleh dibiarkan dalam ketidakpastian hukum, 
diperlukan upaya serius dan kolektif bagi terwujudnya peraturan 
perundangan mengenai sertifikasi dan labelisasi produk halal.
12
 
 Berkembangnya zaman pada saat ini guna untuk dapat 
membedakan mana makanan yang layak dikonsumsi oleh umat muslim 
maka dari itu perlu di lakukan pemberian label halal pada produk yang 
akan dipasarkan, dengan cara mendaftarkan untuk sertifikasi halal 
dengan melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana  
tertera pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
13
. 
                                                          
11
Jurnal Sofyan Hasan (Universitas Sriwijaya Palembang) Pkl 14:22, Tgl 22-
11-2017 
12
Paisol Burlian, Sertifikasi Produk Halal dalam Hukum Islam, 
Yogyakarta:IDEA Press, 2014, hlm. 13 
13
Lihat Undag-Undang Nomor 33 Tahun 2014 
9 
 
 Mencermati prosedur-prosedur yang dapat dilakukan untuk 
mendapatkan sertifikasi halal sampai dengan upaya untuk menjaga 
kehalalan suatu produk yang telah mendapatkan label halal, apabila 
pelaku usaha tidak dapat menjaga kehalalan atas suatu produk yang 
telah mendapatkan sertifikat halal maka pelaku usaha tersebut akan 
mendapatkan sanksi, maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisa 
mengenai hal tersebut dengan judul TELAAH PASAL 56 UNDANG-
UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN 
PRODUK HALAL. 
2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, 
maka permasalahan dapat dirumuskan adalah : 
1. Bagaimana konsep Jaminan produk halal dalam Undang-
Undang No 33 Tahun 2014? 
2. Bagaimana upaya Hukum dalam menjaga kehalalan atas 
produk yang bersertifikat halal ? 
3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 
10 
 
1.Mengetahui konsep Jaminan kehalalan dalam Undang-undang 
Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 
2. Mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan dalam 
menjaga kehalalan atas produk yang bersertifikat halal 
2. Kegunaan  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua 
pihak yang terkait yang mana kegunaan penelitian ini sebagai 
berikut : 
1. Secara teoritis memberikan pengetahuan terhadap konsep 
jaminan  kehalalan atas produk bersertifikat halal 
2. Secara praktis memberikan pengetahuanbagaimana upaya 
hukum yang dilakukan dalam menjaga kehalalan atas produk 
yang bersertifikat halal 
4. Penelitian Terdahulu 
Pembahasan yang berkaitan dengan kehalalan atas suatu produk 
telah banyak  di lakukan oleh  penelitian terdahulu, Dalam penyusunan 
serta untuk mengkaji skripsi ini, penulis mengembangkan dengan cara 
membaca kajian-kajian ilmiah tang terdahulu yang memiliki 
keterkaitan dengan judul ini, antara lain sebagai berikut : 
11 
 
 Penelitian Danang Waskito yang menulis karyanya yang 
berjudul tentang Pengaruh Sertifikasi Halal, kesadaran halal, dan 
Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal , dalam 
penulisannya ia menjelaskan bahwa permintaan konsumsi makanan 
halal meningkat secara cepat dan sejalan dengan ekspansi 2,1 miliar 
populasi muslim diseluruh dunia. Dilihat dari perspektif Islam, konsep 
halal merupakan hal yang vital bagi seorang muslim. Halal berarti 
diperbolehkan atau diijinkan dalam agama islam, oleh sebab itu 
seorang muslim akan mencari produk untuk dikonsumsi sesuai dengan 
ajaran agama islam, hal ini ditandai dengan banyaknya prmintaan 
produk halal yang sudah memiiki sertifikasi halal didunia.
14
 
 Titi Ernawati dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh Label 
Halal dan Tingkat Harga Terhadap Keputusan Menggunakan Produk 
Kosmetik. Menyimpulkan bahwa di Indonesia Lembaga pengawas dan 
Peredaran Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) 
dapat membantu masyarakat mengetahui tentang lebelitas produk yang 
mereka konsumsi. Lembaga ini bertugas sebagai mengawasi produk 
yang bredar di masyarkat dengan cara memberikan sertifikat halal 
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sehingga produk yang telah memiliki sertifikat tersebut dapat 
memberikan label halal pada produknya. Artinya produk tersebutsecara 
proses dan kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-
unsur dilarang dalam ajaran islam, atau produk tersebut telah menjadi 
kategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat 
dikonsumsi secara aman oleh konsumen muslim.
15
 
 Keterkaitan dengan penjelasan di atas menurut pendapat Meika 
Wahyui yang skripsinya berjudul Persepsi Konsumen Muslim 
Terhadap Sertifikat Halal, dalam karyanya ia menjelaskan bahwa 
Perkembangan restoran cepat saji di Indonesia dalam beberapa tahun 
terakhir meningkat tajam. Fenomena ini miris terjadi di negara yang 
mayoritas penduduknya beragama Islam seperti di Indonesia. Makanan 
menempati posisi yang sangat urgen dalam Islam, tidak hanya 
dipandang dari kacamata kesehatan, tetapi terkait erat dengan etika 
moral yang berbanding lurus dengan iman dan takwa. Makanan yang 
masuk kedalam tubuh seseorang diyakini memiliki dampak terhadap 
sikap dan perilaku. Maka Islam memberi aturan untuk senantiasa 
memperhatikan setiap makanan yang dikonsumsi. Makanan tersebut 
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haruslah memenuhi kriteria halal dan baik (halalan thayyiban).Dengan 
demikian perlu pemikiran yang luas untuk dapat berfikir lebih luas 
bahwa ada hal lain bisa berpengaruh terhadap kehalalan produk yang 
secara fisik halal, yaitu ada bahan campuran yang dipakai, proses 
ketika memproduksi, dan lain-lain
16
. 
 Ada berbagai perbedaan dengan skripsi yang sedang di telaah 
dari aspek objek maupun tema, pada penulisan skripsi ini penulis 
memiliki kecenderungan untuk lebih menitik beratkan kepadaupaya 
hukum  menjaga kehalalan dan konsep kehalalan atas produk yang 
sudah mendapatkan sertifikat halal. 
5. Metode Penelitian 
Untuk memudahkan penulis dalam memperoleh data 
sebagaimana tertera dala pedoman penulisan skripsi sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian 
kepustakaan (library research) yaitu dengan memahami dan 
mengkaji bahan-bahan pustaka sebagai sumber data dari 
berbagai literatur (buku, internet, skripsi, artikel dan 
sebagainya), 
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2. Bahan Hukum 
Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus 
memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, 
diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber 
penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber 
penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan-
bahan hukum skunder : 
1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang diperoleh 
langsung dari sumber seperti Undang-undang Nomor 33 
Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa semua publikasi 
tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. 
Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, 
kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan bahan-
bahan yang berkaitan dengan permasalahan di atas.
17
 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Analisis data ini dengan metode identifikasi yakni 
melakukan penelaahan terhadap fakta-fakta hukum dan 
mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan 
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isu hukum yang hendak dipecahkan kemudian dilanjutkan 
dengan melakukan proses pengumpulan bahan-bahan 
hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga 
bahan-bahan nonhukum dan dilanjutkan dengan melakukan 
penelaahan atas isu hukum yang diajukan berdasarkan 
bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan langkah 
selanjutnya menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi 
yang menjawab isu-isu hukum. 
4. Teknik Analisa Data 
Analisis data dilakukan dengan metode Content 
Analisis, yakni teknik untuk mengambil kesimpulan dengan 
mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus. Data diperoleh 
selanjutnya digambarkan, diuraikan serta disajikan secara 
sistematis. Kemudian penjelasan-penjelasan tersebut 
disimpulkan secara deduktif yaitu dengan menarik suatu 
kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum 
ditarik secara khusus, sehingga penyajian hasil penelitian itu 
dapat di pahami dengan mudah. 
6. Sistematika Pembahasan 
16 
 
Agar susunan karya tulis terbentuk secara sistematis, maka 
dalam penulisan skripsi ini perlu yang namanya sistematika penulisan 
agar terbentuk suatu karya ilmiah berupa skripsi, penulis menyusun 
sebagai berikut : 
BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang 
berisi    membahahas tentang latar belakang, 
Pokok Permasalahan, tujuan dan kegunaan 
penelitian, penelitian terdahulu, metodologi, 
sistematika pembahasan. 
BAB II : Pada bab ini membahas mengenai kerangka 
teori yang terdiri dari ayat-ayat yang berkaitan 
dengan makanan halal dan haram, pengertian 
produk halal, kategori-kategori produk halal 
dan konsep produk halal menurut Undang-
Undang No 33 Tahun 2014. 
BAB III : Karena pada bab ini merupakan inti dari 
pada pembahasan maka penulis membahas 
upaya hukum menjaga kehalalan atas produk 
17 
 
yang sudah bersertifikat halal serta konsep 
kehalalan. 
BAB IV : Bab ini merupakan akhir dari pembahasan, 
























TINJAUAN UMUM  
A. Pengertian jaminan 
Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap 
kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. 
Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang 
dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) 




Melihat dari pengertian Jaminan Produk Halal dapat 
disimpulkan bahwa, untuk memberikan jaminan kehalalan suatu 
produk serta sebagai kepastian hukum maka diperlukan sebuah 
sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk 
Halal. Jadi yang menjadi objek Jaminan kehalalan selain dari bahan 
baku, proses serta campuran itu adalah sertifikat halal. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa jaminan 
merupakan tanggungan atas pinjaman yang diterima dengan kata lain 
ketika ia meminjam uang kepada bank dengan jaminan sebuah rumah 
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dan sebidang tanah miliknya. Dalam istilah ekonomi janji seseorang 
untuk menanggung hutang atau kewajiban pihak lain apabila hutang 
atau kewajiban tidak terpenuhi.
19
 
 Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada pasal 1 ayat (1) bahwa jaminan 
sosial tenaga kerja adalah perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk 
santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan 
yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akoibat peristiwa 
atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, 
sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.
20
 
B. Pengertian Produk 
Menurut Kotler menyebutkan bahwa produk adalah segala 
sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan 
keinginan. Produk diperlukan untuk mempertemukan hasil perusahaan 
dengan permintaan yang ada agar produk yang diperlukan oleh 
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Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan 
produk halal pada pasal 1 angka (1), menjelaskan bahwa produk adalah 
barang dan/atau jasayang terkait dengan makanan, minuman, obat, 
kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, 




Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa, produk adalah 
barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam 
proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi
23
. 
Melihat dari berbagai  pengertian  produk di atas, dapat di 
nyatakan bahwa produk merupakan suatu hasil produksi yang dapat 
ditawarkan dikalangan konsumen yang mana produk tersebut harus 
memiliki keunggulan tersendiri baik dari segi kualitas, bentuk, rasa, 
ataupun dalam hal garansi, sehingga konsumen tertarik untuk membeli 
produk tersebut serta memiliki rasa kepuasan tersendiri. 
C. Pengertian Halal 
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jaminan produk halal.  
23
https://kbbi.web.id/produk.html,Diakses Pada Tanggal 19 Mei 2018 
21 
 
Kata halal adalah istilah bahasa (Arab: للاحhalal: 
diperbolehkan), dalam agama islam yang berarti “diizinkan” atau 
“boleh”. Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat 




Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesiabahwa halal adalah 




Halal artinya boleh diperbuat. Lawannya haram, yaitu Yang 
terlarang. Tuhan menghalalkan hal yang baik dan melarang yang kotor 
dan keji. Segala sesuatu yang berkenaan dengan keduniaan pada 
pokoknya halal, kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasul atau nyata 
membahayakan. Hal-hal yang berhubungan dengan peribadatan (pujian 
kepada Allah), pada pokoknya terlarang kecuali menurut cara yang 
diperintahkan Allah dan Rasul. Ahli fiqh telah membagi hukum itu, 
bukan hanya halal dan haram, melainkan menjadi lima : 
1. Wajib (fardu), yaitu mestidikerjakan dan tidak boleh 
ditinggalkan. 
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2. Sunnat, yaitu yang baik dikerjakan. Siapa yang 
mengerjakannya mendapatkan pahala, sedangkan yang 
meninggalkannya tidak berdosa. 
3. Ja-iz, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. 
4. Makruh, yaitu yang sebaiknya ditinggalkan, siapa yang 
meninggalkannya mendapat pahala, sedangkan orang yang 
mengerjakannya tidak berdosa. 
5. Haram, yaitu yang terlarang untuk dikerjakan. 
al-Qur‟an menjelaskan beberapa hal yang dihalalkan dan yang 
tidak dihalalkan, serta mengingatkan supaya agama itu jangan 
dipersempit. Jangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah
26
. 
Dalam syari‟at Islam, Allah SWT menghalalkan semua 
makanan yang mengandung mashlahat dan manfaat, baik yang 
kembalinya kepada ruh maupun jasad, baik kepada individu maupun 
masyarakat. Demikian pula sebaliknya Allah SWT mengharamkan 
semua makanan yang memudharatkan atau lebih besar mudharat 
daripada manfaatnya. Terkait dengan makanan yang haram dalam islam 
ada dua jenis yaitu : 
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1. Ada yang diharamkan karena dzatnya. Maksudnya asal dari 
makanan tersebut memang sudah haram, seperti: bangkai, 
darah, babi, anjing, dan selainnya 
2. Ada yang diharamkan karena suatu sebab yang tidak 
berhubungan dengan dzatnya. Maksudnya asal makanannya 
adalah halal, akan tetapi dia menjadi haram karena adanya 
sebab yang berkaitan dengan makanan tersebut. Misalnya: 




Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa, sesuatu yang 
halal dan memiliki manfaat memanglah sangat di anjurkan untuk 
dikonsumsi dan ketika makanan tersebut lebih cenderung banyak 
memiliki mudharat dari pada manfaat maka Allah mengharamkan 
makan tersebut. Akan tetapi sesuatu yang di haramkan berubah menjadi 
halal apabila dalam keadaan darurat. 
Keadaan darurat atau dharuriyat, yaitu segala hal yang menjadi 
sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan 
mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama: agama, nyawa 
atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak 
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terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, 
kemaslahatannya tidak terwujud, baik didunia maupun di akhirat
28
. 
Ketika orang terpaksa harus memakan makanan dan minuman 
yang haram, ia tidak berdosa. Tapi kebolehan memakan yang haram itu 
dengan persyaratan tertentu. Berikut ini ada tiga syarat yang harus 
dipenuhi : 
1. Orang yang memakan makanan yang haram itu benar-benar 
terpaksa untuk mempertahankan hidup nya tersebut. 
Misalnya: orang yang haus dan lapar yang sudah mencapai 
titik puncaknya atau akan mengakibatkan sakit, dan tidak 
ada makanan kecuali yang haram, sementara tidak ada cara 
lagi cara lain kecuali memakan makanan tersebut. 
2. Tidak ada maksud merusak hukum Allah dalam memakan 
makanan yang haram, melainkan karena terpaksa. 
3. Seandainya orang harus memakan makanan yang haram 
karena terpaksa, ia tidak boleh makan lebih dari yang 
dibutuhkannya.Apabila sepotong makanan atau seteguk air 
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sudah dapat menyelamatkan hidupnya maka tidak boleh 
mengambil lebih dari yang diperlukan
29
 
D. Definisi Jaminan Produk Halal 
Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah 




Menurut Yauza selaku bagian Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal Bahwa sertifikat sendiri terdiri menjadi dua macam ada 
halal Majelis Ulama Indonesia dan ada halal toko. Untuk sekarang 
karena masih masa transisi karena saat ini sertifikasi masih dilakukan 
oleh LPPOM. Sertifikasi ini terbagi menjadi tiga yang pertama : obat 
dan makanan, barang gunaan  dan jasa,  tapi yang dilaksanakan saat ini 
yaitu obat dan makanan.
31
 
Banyaknya pangan yang beredar di masyarakat tanpa 
mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label dinilai sudah 
meresahkan. Perdagangan pangan yang kadaluarsa, pemakaian bahan 
pewarna yang tidak diperuntukan bagi pangan atau perbuatan-
perbuatan yang mengakibatkan sangat merugikan masyarakat, bahan 
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yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, 
terutama bagi anak-anak pada umumnya dilakukan melalui iklan. Label 
dan iklan pangan yang tidak jujur dan atau menyesatkan berakibat 
buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia.
32
 
E. Landasan Hukum Produk Halal 
Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang 
bahagia dan sejahtera. Caranya adalah dengan mengambil yang 
bermanfaat mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. 
Tujuan hakiki hukum Islam jika dirumuskan secara umum adalah 




Maqashid al-Syari’ah atau tujuan hukum Islam dapat dipahami 
dari petunjuk dan isyarat ayat-ayat dan hadist nabi, dengan demikian 
kemaslahatan yang dicapai oleh Maqashid al-Syari’ah secara umum 
ada lima yaitu : 
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1. Memelihara agama (hifzh ad-din) tujuan syariat untuk 
memelihara agama yang menjelaskan tujuan makhluk 
diciptakan tuhan yaitu untuk mengabdi kepada-Nya. 
2. Memelihara jiwa (hifz an-nafs). Tujuan syariat untuk 
memelihara jiwa, memelihara kelestarian hidup dan 
ketentraman dalam masyarakat. 
3. Memelihara akal (hifz al-aql). Bahwa tanpa akal tidak 
ada kewajiban atau beban hukum. Oleh karena itu akal 
wajib dipelihara, dengan cara tidak merusaknya, dengan 
meminum minuman keras, sabu-sabu, narkoba. 
4. Memelihara keturunan (hifz an-nasl) yang mengandung 
perintah untuk menikah. 
5. Memelihara harta (hifz al-mal), yang berisi perintah 
larangan memberikan harta kepada orang yang bodoh
34
 
Begitu pula di dalam hukum Islam, tegaknya suatu aturan 
didalam islam itu pasti ada landasan hukum yang mendasari atas aturan 
tersebut, dengan begitu aturan dalam islam dapat terus berjalan sesuai 
dengan perkembangan zaman yang semakin pesat. 
                                                          
34




Hukum Islam atau Islamic Law yang memiliki makna hukum-
hukum yang bersifat islami atau hukum-hukum yang dipahami oleh 
para ahli hukum Indonesia yang bersumberkan dari ajaran-ajaran Islam. 
Hukum ini kemudian disebut dengan hukum Islam dan dijadikan 
sebagai salah satu sumber hukum nasional
35
. 
Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber 
hukum, pertama sumber hukum yang bersifat “naqliy” dan sumber 
hukum yang bersifat “aqliy”. Sumber hukum naqliy ialah Al-Qur’an 
dan As-sunnah, sedangkan sumber hukum aqliy ialah hasil usaha 




Syariat merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat 
ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa 
larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan 
kehidupan manusia. Dilihat dari segi ilmu hukum, Syariat merupakan 
norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh 
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orang islam yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungan 
dengan Allah maupun dengan sesama manusia
37
. 
Landasan hukum produk halal  sesuai Syariat Islam antara lain 
terdapat dalam Q.S. al-Baqarah: 168, Berdasarkan surat al-Baqarah 
tersebut , Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk 
memakan makanan halal. 
                        
                 
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-
langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah 
musuh yang nyata bagimu
38
. 
Bagi umat Islam, mengkonsumsi pangan dan produk lainnya 
bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik akan tetapi 
terdapat tujuan lain yang lebih utama yaitu ibadah dan bukti ketaatan 
kepada Allah dengan cara menegakkan ajaran Islam melaui 
pengungkapan maqasid al-Syari’ah. al-Qur‟an dan al-Hadist sebagai 
sumber hukum umat islam telah jelas dan terang menetapkan bahwa 
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ada pangan dan produk lainnya yang halal dikonsumsi dan digunakan, 
dan sebaliknya ada pangan dan produk lainnya yang haram dikonsumsi 
dan digunakan, serta bahan pangan dan produk hasil olahan rekayasa 
genetik yang telah menimbulkan keraguan mengenai halal-haramnya
39
 
Di dalam dunia perbisnisan pemasaran  merupakan tahapan 
untuk mencapai keuntungan dari dari hasil produk yang telah di buat, 
yang mana Pemasaran dapat didefinisikan sebagai hasil aktifitas bisnis 
yang mengarahkan arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen 




Selain dari pemasaran, pengukuran sikap konsumen bagi 
pemasaran merupakan hal yang sangat penting. Dengan mengetahui 
sikap, pemasar dapat mengidentifikasi segmen manfaat, 
mengembangkan produk baru. Sikap konsumen terhadap suatu produk 
dapat bervariasi bergantung pada apa yang diorientasikan, berkenaan 
dengan sikap ini pemasar dapat mengidentifikasi segmen konsumen 
berdasarkan manfaat produk yang diinginkan konsumen. Misal produk 
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mobil dapat disegmentasikan berdasarkan kriteria ekonomis, 
performansi, dan segmen mobil mewah
41
. 
Norma pertama yang ditekankan Islam adalah larangan 
mengedarkan barang-barang haram, baik dengan cara membeli, 
menjual, memindahkan, atau cara apa saja untuk memudahkan 
peredarannya, ikut mengedarkan barang-barang ini berarti ikut 
bekerjasama dalam perbuatan dosa atau melakukan pelanggaranyang 
dilarang oleh Allah dan dikecam dalam kitab suci-Nya
42
. 
Sebagaimana di jelaskan di dalam Hadist yang diriwayatkan 
oleh Riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut: 
 ُثْع ًِ َس :َلَاق ا ًَ ُيْنَع ُاالله ًَ ِضَر ٍرٍْ ِشَب ٍِ ْب ٌِ ا ًَ ْعُّننا ِاالله ِدْبَع ًَِبأ ٍْ َع
 ٌٍ ٍَِّب َواَرَحْنا ٌَّ ِإ ًَ  ٌٍ ٍَِّب َلَلاَحْنا ٌَّ  ِإ : ُل ٌْ ُقٌَ  َىَّهَس ًَ  ِوٍْ َهَع ُاالله ىَّهَص ِاالله َل ٌْ ُسَر
 ىَقَّجا ٍِ ًَ َف ،ِساَّننا ٍَ ِي ٌر ٍْ ِثَك ٍَّ ُي ًُ َهْعٌَ َلا ٌتاَيَِبحْشُي ٌر ٌْ ُُيأ ا ًَ ُيَنٍْ َب ًَ
 ًِف َعَق ًَ  ِتاَُيبُّشنا ًِف َعَق ًَ  ٍْ َي ًَ  ،ِوِضْرِع ًَ  ِِونٌْ ِدِن َأَرَْبحْسا ْدََقف ِتاَُيبُّشنا 
 ِّمُكِن  ٌَّ ِإ ًَ  ََلاأ ،ِوٍْ ِف ََعجْرٌَ  ٌْ َأ ُكِش ٌْ ٌُ ى ًَ ِحْنا َل ٌْ َح َىعْرٌَ ًِعا َّرنا َك ،ِواَرَحْنا
 َاذِإ ًةَغْضُي   ِدَسَجْنا ًِف ٌَّ ِإ ًَ  ََلاأ ُوُيِراَحَي ِاالله ى ًَ ِح ٌَّ ِإ ًَ  ََلاأ ى ً ِح ٍكِهَي
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 ُبَْهقْنا ًَ ِى ًَ  ََلاأ  ُو ُّهُك ُدَسَجْنا َدَسَف ْتَدَسَف َاذِإ ًَ  ُوُّهُك ُدَسَجْنا َحَهَص ْثَحَهَص
ىهسيً يراخبنا هاًر[] 
Dari Abu Abdillah Nu‟man bin Basyir radhiallahuanhu dia 
berkata, Saya mendengar Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam 
bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. 
Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-
samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut 
terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan 
kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, 
maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana 
penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar 
(ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan 
memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan 
larangan Allah adalah apa yang  Dia haramkan. Ketahuilah bahwa 
dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah 
seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; 
ketahuilah bahwa dia adalah hati “. (Riwayat Bukhari dan Muslim)43 
Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang 
Jaminan Produk Halal pada pasal 1 angka (2), dijelaskan bahwa produk 
halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam
44
. 




Lihat pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang 
Jaminan Produk Halal 
33 
 
Sementara itu menurut  Keputusan Menteri Agama Republik 
Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 pasal 
(1) menjelaskan bahwa pangan adalah pangan yang tidak mengandung 
unsur barang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam dan 
pengolahannya tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Dengan 
demikian pemeriksaan pangan sangatlah diperlukan, pemeriksaan 
pangan halal adalah pemeriksaan tentang keadaan tambahan dan bahan 
penolong serta proses produksi, personalia, dan peralatan produksi, 
sistem menajemen halal, dan lain-lain yang berhubungan langsung 
maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi pangan
45
. 
Menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa Barang adalah setiap 
benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun 
tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang 




Di dalam al-Qur‟an surah al-Baqarah: 172 menjelaskan bahwa : 
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                       
            
Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang 
baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah 




Ayat ini juga berkaitan dengan ayat yang serupa Di antaranya 
ayat-ayat yang berkaitan yaitu  QS. al-Maidah:87  
                        
                  
 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan 
apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan 
janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak 




Dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa, “Kaidah pertama adalah 
bahwa Tuhan tidak menganjurkan sesuatu, kecuali didalamnya 
terkandung kemaslahatan”, lebih jauh dikatakan bahwa kaidah ini 
berlaku untuk semua syariat di semua sub pembahasan, baik yang 
berkaitan dengan dasar atau cabang atau bahkan yang berkaitan dengan 
                                                          
47
al-Qur‟an al-Karim Q.S al-Baqarah: 172 
48
al-Qur‟an al-KarimQS. al-Maidah:87 
35 
 
dengan hak Tuhan maupun hak makhluk. Para ulama fiqih, baik yang 
terdahulu maupun yang sekarang telah mengakui posisi sentral kaidah 
maslahat ini. Ibnu al-Qayyim mengatakan, konstruks dan dasar syariat 




F. KriteriaProduk Halal dalam Islam 
Didalam pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa bahan 
produk halal yang digunakan dalam proses produk halal terdiri atas 
bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
50
 
Menurut Bapak Yauza selaku bagian Badan Penyelenggara 
Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa produk dapat dikatakan 
halal kalau dilihat dari 3 proses, yang pertama bahan baku harus halal, 
proses harus halal dan campuran harus halal tanpa mengunakan bahan 
yang membahayakan. Apabila salah satu unsur dari ketiga tersebut 
tidak terpenuhi kehalalannya maka hasilnya akan haram.
51
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Produk yang baik  (thayib) dari segi bahasa berarti lezat, baik, 
sehat, menentramkan. Dalam konteks produk makanan yangthayib 
artinya makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau kadaluarsa 
(rusak) atau di campuri benda najis. Secara singkat dapat dikatakan 
bahwa produk makanan thayib adalah makanan yang sehat, 
proposional, dan aman (halal). Untuk dapat menilai suatu produk 
makanan yangthayib (bergizi) atau tidak, harus terlebih dahulu 
diketahui komposisinya, bahan makanan yang thayib bagi umat Islam 
harus terlebih dahulu memenuhi syarat halal, karena bahan makanan 




Makanan yang halal itu merupakan nikmat Allah. Oleh karena 
itu orang-orang mukmin diperintahkan mensyukuri nikmat tersebut. 
Mensyukuri  nikmat merupakan bukti kemapanan iman dan ketauhidan 
terhadap Allah. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa memakan makanan 
yang halal merupakan syarat terkabulnya doa dan diterimanya ibadah. 
Demikian pula sebaliknya, memakan makanan yang haram menjadi 
sebab ditolaknya doa dan ibadah. Memakan makanan yang haram tidak 
hanya sekadar perbuatan dosa, tetapi ia dapat pula berdampak terhadap 
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anak atau keturunan pemakannyasebab makanan yang dimakan 
seseorang akan diproses menjadi bibit keturunannya
53
. 
Prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh 
setiap muslim baik individu maupun komunitas adalah berpegang pada 
semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Benar bahwa 
daerah halal itu luas, tetapi mayoritas jiwa manusia yang ambisius 
merasa kurang puas dengan hal itu walaupun banyak jumlahnya. Maka 
kita temukan jiwa manusia tergiur kepada sesuatu yang haram dengan 
melanggar hukum-hukum Allah. Pada dasarnya, produsen pada tatanan 
ekonomi konvensional tidak mengenal istilah halal dan haram. Yang 
menjadi prioritas kerja mereka adalah memenuhi keinginan pribadi 
dengan mengumpulkan laba, harta, dan uang. Ia tidak mementingkan 
apakah produksi yang diproduksinya itu bermanfaat atau berbahaya, 
baik atau buruk, etis atau tidak etis
54
. 
 Pangan yang halal adalah pangan yang diizinkan untuk 
dikonsumsi atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang 
melarangnya, atau diartikan sebagai salah satu yang bebas dari bahaya 
duniawi dan ukhrawi. Dalam hal ini pangan yang baik dapat diartikan 
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sebagai pangan yang memiliki cita rasa baik, dan kandungan gizinya 
yang baik. Menurut Apriyanto menjelaskan bahwa kriteria makanan 
atau minuman halal diantaranya : 
1. Tidak boleh mengandung sesuatu yang di anggap haram 
menurut hukum Islam. 
2. Pada tahap persiapan, proses, transportasi, dan penyimpanan 
menggunakan peralatan yang bebas dari sesuatu yang di 
anggap haram menurut hukum Islam. 
3. Pada tahap persiapan, proses, transportasi, dan penyimpanan 




B. Kriteria Produk Haram Dalam Islam 
Sesuatu yang haram tidak ada tawar menawar kecuali harus 
ditinggalkan, haram dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu : 
1. Haram asal, yaitu hukum yang ditegaskan oleh Allah bahwa 
hukum haram itu haram sejak dari permulaan atau haram 
secara zatnya (realitas/esensial), karena didalamnya 
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terkandung kerusakan dan bahaya terhadap agam, jiwa, 
akal, harta, dan keturunan. 
2. Haram disebabkan sesuatu lain. Maksudnya hukum asal 
sesuatu ini tadinya bukan haram. Tetapi hukum itu dibarengi 
oleh sesuatu yang baru yang hukumnya haram
56
. 
Sebagaimana telah diterangkan  di atas, yang menjadi pokok 
haramnya makanan ada lima yaitu sebagai berikut : 
1. Nash dari al-Qur‟an dan hadis 
2. Karena disuruh membunuhnya 
3. Karena dilarang membunuhnya  
4. Karena keji (kotor) 
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A. Konsep Jaminan Kehalalan Dalam Undang-Undang No 33 
Tahun 2014Tentang Jaminan Produk Halal 
Untuk menjagakeamanan konsumen terutama ummat muslim 
dalam hal mengkonsumsi makanan, tentu dengan mencantumkan label 
halal terhadap produk yang beredar, sebagaimana di sebutkan di dalam 
pasal 50 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan 
Produk Halal pada ayat ke (4) dan (5) di sebutkan bahwa produk halal 
harus mencantumkan keterangan bahwa produk tersebut halal dan 
pencantuman produk haram untuk produk yang benar-benar haram. Hal 
demikian di gunakan agar masyarakat tidak terjadi kekeliruan mana 
makanan yang boleh untuk di makan bagi ummat muslim dan mana 
yang tidak diperbolehkan untuk di makan
58
. 
Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut mempunyai arti 
yang sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat 
yang beragama islam agar terhindar dari mengkonsumsi pangan yang 
tidak halal (haram). Kebenaran suatu pernyataan halal pada label 
pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan 
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pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan 
tapi harus dibuktikan dalam proses produksinya.
59
 
Adapun tujuan pengadaan sertifikat halal pada produk pangan, 
obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk 
memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat 
menentramkan batin konsumen dan melindungi konsumen dari 
makanan haram. Serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap 
pentingnya perhatian masalah halal dan haram makanan. Sejalan 
dengan ajaran Islam, menghendaki agar produk-produk yang akan 
dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya. 
Mengkonsumsi yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama 
dan hukumnya adalah wajib
60
. 
Makanan yang diharamkan oleh al-Qur‟an dan as-Sunnah terdiri 
dari beberapa kriteria yakni sebagai berikut : 
1. Bangkai dengan berbagai jenisnya : 
a. Bangkai semua jenis binatang yang mati tanpa 
sempat disembelih terlebih dahulu. 
                                                          
59
 Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 
Tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Nomor 295 Tahun 2014 
60
Indira Kartini, “Pengaruh Labelisasi Halal Majelis Ulama Indonesia 
Terhadap Keputusan Pedagang Menjual Produk Makanan Dalam Kemasan Di 
Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Palembang”, Skripsi (Institut Agama 
Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2013) 
42 
 
b. Bangkai binatang yang mati karena tercekik 
c. Bangkai binatang yang mati karena di pukul 
d. Bangkai binatang yang mati karena terjatuh dari 
tempat yang tinggi 
e. Bangkai binatang yang mati karena ditanduk 
f. Bangkai binatang yang mati karena diterkam 
binatang buas 
2. Diantara yang diharamkan adalah dara yang dialirkan, 
yang dikecualikan dari darah adalah hati dan limpa 
3. Daging babi 
4. Binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain 
Allah. 
5. Daging keledai peliharaan. 
6. Daging burung yang buas. 
7. Daging binatang yang memakan kotoran (al-Jallalah) 
dan susunya. 
8. Binatang yang disyariatkan untuk dibunuh. 
9. Binatang yang dilarang untuk dibunuh. 
43 
 
10. Semua binatang yang jorok dan najis, seperti seranggga 
maka haram untuk dimakan
61
. 
Pada bab III dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, 
mengenai bahan dan proses produk halal pada pasal 17 sampai dengan 
pasal 21 dijelaskan sebagai berikut : 
Pasal 17 mengenai bahan menjelaskan bahwa : 
1. Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan 
baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan 
penolong. 
2. Bahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
berasal dari : 
a. Hewan 
b. Tumbuhan  
c. Mikroba; atau 
d. Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, 
proses biologi, atau proses rekayasa genetik. 
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1. Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, 
kecuali yang diharamkan menurut syariat. 
Kemudian dilanjutkan pada pasal 18 menjelaskan bahwa : 
1. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan 
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) 
meliputi : 
a. Bangkai  
b. Darah 
c. Babi, dan/atau  
d. Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. 
2. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Menteri berdasarkan fatwa MUI. 
Pada pasal selanjutnya pasal 19 memaparkan bahwa : 
1. Hewan yang digunakan  sebagai bahan produk wajib 
disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah 




2. Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Pada pasal 20 menjelaskan sebagai berikut : 
1. Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana yang 
dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya 
halal, kecuali yang memabukkan dan/atau 
membahayakan kesehatan bagi orang yang 
mengkonsumsinya. 
2. Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang 
dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau 
proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika 
proses pertumbuhan dan/atau terkontaminasi dengan 
bahan yang diharamkan. 
3. Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan olehh menteri 
berdasarkan fatwa MUI. 
Adapun proses produk halal dijelaskan dalam pasal 21 sebagai berikut : 
46 
 
1. Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan 
lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, 
penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, 
dan penyajian produk tidak halal. 
2. Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib: 
a. Dijaga kebersihan dan higienitasnya 
b. Bebas dari najis dan 
c. Bebas dari bahan tidak halal 
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat 
PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dalamperaturan pemerintah. 
Kemudian pada pasal 22 mengenai lokasi proses produk halal 
dijleaskan bahwa:  
1. Pelaku usaha yang tidak memisahkan, lokasi, tempat, dan 
alat PPH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) 
dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa : 
a. Peringatan tertulis, atau 
b. Denda administratif. 
47 
 
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi 
administratif diatur dalam Peraturan Menteri
62
. 
Dari uraian di atas serta penjelasan pada pasal yang berkaitan 
dengan konsep kehalalan, maka sudah jelas bahwa islam telah 
memberikan pedoman atas segala hal yang  akan menjadi objek 
konsumsi ummatnya, dalam hal memproduksi suatu produk pada pasal 
21 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 
Halal telah diterangkan untuk memisahkan tempat lokasi, dan alat PPH 
wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, 
pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, 
dan penyajian produk tidak halal. Bahkan dalam pasal selanjutnya pada 
pasal 22 terdapat sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memisahkan 
tempat, dan alat PPH , pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 
pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal. 
B. Upaya Hukum Dalam Menjaga Kehalalan Atas Produk 
Yang Bersertifikat Halal 
Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah 
mendapatkan sertifikat halal, MUI menetapkan dan menekankan bahwa 
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jika sekatu-waktu ternyata diketahui produk tersebut mengandung 
unsur-unsur barang haram (najis), MUI berhak mencabut sertifikat 
halal diharuskan pula memperbaharui atau memperpanjang sertifikat 
halalnya setiap dua tahun, dengan prosedur dan mekanisme yang sama. 
Jika, setelah dua tahun terhitung sejak berlakunya sertifikat halal, 
perusahaan bersangkutan tidak mengajukan permohonan 
(perpanjangan) sertifikat halal, perusahaan itu di pandang tidak lagi 




Sebelum diterbitkannya sertifikat halal terhadap suatu produk, 
tentu harus melalui prosedur sebagaimana yang telah di tetapkan, 
prosedur tersebut sebagai berikut : 
1. MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para 
auditor LP.POM tentang benda-benda haram menurut 
syariat islam, dalam hal ini benda haram li-zatih dan haram 
li-gairih yang karena cara penanganannya tidak sejalan 
dengan syariat islam. Dengan kata lainpara auditor 
mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda 
haram tersebut. 
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2. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-
pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal. 
Pemeriksaan yang dilakukan meliputi : 
a. Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan 
produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan 
(penolong) 
b. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan 
produk. 
3. Bahan tersebut kemudian diperiksa di laboratorium, untuk 
mendapatkan kepastian. 
4. Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang 
dilakukan lebih dari satu kali. 
5. Hasil pemeriksaan dan audit LP.POM tersebut kemudian 
dituangkan dalam sebuah berita acara kemudian diajukan ke 
Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan. 
6. Dalam sidang komisi fatwa, LP.POM menjelaskan berita 
acara tersebut. 
7. Bahan yang masih diragukan kehalalannya dikembalikan ke 
LP.POM untuk dilakukan audit ulang. 
50 
 
8. Produk yang diyakini kehalalannya diputuskan fatwa 
halalnya oleh sidang komisi. 




Sebagaimana yang tercantum  dalam Undang-Undang Nomor 
33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 49, 50, 51, 
53, dan 56 pada Bab VII tentang Pengawasan,  
Pada pasal 49 dijelaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal (BPJPH)  berhak melakukan pengawasan terhadap  
Jaminan Produk Halal (JPH). 
Kemudian dilanjutkan dengan pasal 50 bahwa pengawasan JPH 
dilakukan terhadap : 
1. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) 
2. Masa berlaku sertifikat halal 
3. Kehalalan produk 
4. Pencantuman label halal 
5. Pencantuman keterangan tidak halal 
6. Pemisahan lokasi, tempat, tempat, dan alat penyembelihan, 
pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, 
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penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak 
halal 
7. Keberadaan penyelia halal, dan atau 
8. Kegiatan lain yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal 
(JPH) 
Berkaitan dengan pasal 50 di atas tersebut pada angka 2,3, 4 dan 
5, didalam Undang-undang Nomor 8 Tahunn 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak komsumen adalah 
hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang atau jasa
65
. 
Kemudian pada pasal 50 angka ke 2, mengenai pengawasan 
JPH dilakukan terhadap masa berlaku sertifikat halal. Berkaitan dengan 
perbaharuan sertifikat halal hal tersebut di jelaskan pada pasal 42 
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mana pada pasal 42 
tersebut di jelaskan sebagai berikut : 
1. Sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak 
terbitnya oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan posisi 
bahan. 
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2. Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha 
dengan mengajukan perbaharuan sertifikat halal paling 
lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat 
halal berakhir. 
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perbaharuan sertifikat 
halal diatur dalam peraturan menteri
66
. 
Dilanjutkan dengan pasal 51 menyebutkan : 
1. BPJPH dan Kementrian dan atau lembaga terkait yang 
memiliki kewenangan pengawasan JPH dapat melakukan 
pengawasan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. 
2. Pengawasan JPH dengan Kementrian dan atau lembaga 
terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Masyarakat ikut berperan dalam penyelenggaraan Jaminan 
Produk Halal pada Bab VIII mengenai peran serta masyarakat, peran 
masyarakat tersebut antara lain : 
1. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan 
JPH 
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2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa : 
a. Melakukan sosialisasi mengenai JPH dan 
b. Mengawasi produk dan produk halal yang beredar. 
3. Peran serta masyarakat dapat berupa pengawasan 
produk dan produk halal yang beredar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan 
atau pelaporan ke BPJPH. 
Pada pasal 56 mengenai ketentuan pidana pada pasal ini 
mencangkup sebagai berikut : 
1. Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang 
telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 25 huruf  b dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling 
banyak Rp 2000.000.000.00 (dua miliar rupiah)
67
. 
Menyikapi dari uraian diatas, selain dari Memberikan 
kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum 
ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan 
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menggunakan produk penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Tentu 
meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha  untuk memproduksi dan 
menjual Produk Halal, maka dari itu melalui prosedur yang telah 
ditetapkan setiap pabrik atau perusahaan yang akan melakukan 
sertifikasi halal harus melakukan beberapa tahap sesuai dengan 
prosedur yang telah ditetapkan. 
Perusahaan atau pabrik yang telah mendapatkan sertifikat halal, 
maka perusahaan tersebut wajib menjaga kehalalan produk yang telah 
mendapatkan sertifikat halal. Bagi pelaku usaha yang tidak menjaga 
kehalalan akan dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai yang tertera 
pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang 















Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat simpulkan bahwa : 
Pertama,Konsep Jaminan kehalalan dalam suatu produk 
sebagaimana disebutkan dalam pasal 25 Undang-undang Nomor 33 
Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa pelaku 
usaha wajib mencantumkan label halal terhadap suatu produk yang 
telah mendapatkan sertifikat halal, menjaga kehalalan produk dengan 
memisahkan lokasi tempat penyembelihan, alat pengolahan, 
penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian 
antara yang halal dan tidak halal, dan melaporkan ketika terjadi 
perubahan komposisi bahan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk 
Halal  dapat mengeluarkan sertifikat halal apabila pelaku usaha telah 
mengajukan sertifikasi dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, 
kemudian dilakukan pengecekan dilaboratorium kemudian baru 
ditetapkan halal atau tidak halalnya suatu produk. 
Kedua, Sanksi yang dikenakan terhadap pelaku usaha yang 
tidak menjaga  kehalalan atas suatu produk yangtelah mendapatkan 
56 
 
sertifikat halal sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 Undang-undang 
Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal tersebut 
merupakan upaya hukum agar pelaku usaha selalu v menjaga kehalalan 
atas produk yang diproduksi, dan Majelis Ulama Indonesia menetapkan 
dan menekankan bahwa jika sekatu-waktu ternyata diketahui produk 
tersebut mengandung unsur-unsur barang haram (najis), MUI berhak 
mencabut sertifikat halal diharuskan pula memperbaharui atau 
memperpanjang sertifikat halalnya setiap dua tahun, dengan prosedur 
dan mekanisme yang sama. Jika, setelah dua tahun terhitung sejak 
berlakunya sertifikat halal, perusahaan bersangkutan tidak mengajukan 
permohonan (perpanjangan) sertifikat halal, perusahaan itu di pandang 
tidak lagi berhak atas sertifikat halal dan kehalalan produk-produknya 
di luar tanggung jawab MUI. 
SARAN-SARAN  
 Setelah dilakukan penelaahan terhadap pasal 56 Undang-
Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, bahwa 
penulis memberikan sedikit saran terhadap pelaku usaha serta 
masyarakat selaku konsumen 
57 
 
1. Bahwa sudah jelas Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tersebut 
memberikan panduan serta aturan terhadap pelaku usaha dalam 
prosedur sertifikasi produk yang akan dilakukan, dan Undang-
undang tersebut tidak membebankan terhadap pelaku usaha 
semata, justru untuk memberikan kenyamanan terhadap 
konsumen ketika mengkonsumsi produk yang telah diproduksi 
oleh pelaku usaha tersebut. 
2. Sanksi yang di cantumkan dalam pasal 56 tersebut memliki 
tujuan agar pelaku usaha selalu menjaga kehalalan produk yang 
diproduksi serta untuk kemaslahatan bersama. 
3. Masyarakat selaku konsumen hendaklah berhati-hati dalam 
membeli suatu produk yang akan dibeli, tentunya islam 











al-Qur‟an al-Karim Kementrian Agama Republik Indonesia 
K. Lubis, Suhrawadi.Hukum Ekonomi Islam.Jakarta: Sinar Grafika. 
2000 
Muslich, AhmadWardi.Fiqh Muamalah.Jakarta: Amzah. 2015 
Sahroni, Oni DKK.Fikih Muamala.Jakarta: Rajawali Pers. 2016 
Suhendi, Hendi.Fiqh Muamala., Depok: Raja Grafindo Persada. 2017 
Rahman, GhazalyAbdul dkk.Fiqh Muamalat.Jakarta: Kencana. 2010 
Manan, Abdul.Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi.Jakarta: 
Kencana. 2014 
Ramdan, Anton.Etika Bisnis Dalam Islam.Jakarta: Bee Media 
Indonesia. 2013 
Aziz, Muhammad AzzamAbdul.Fiqh Muamala.Jakarta:Sinar Grafika. 
2014 
Burlian, Paisol.Sertifikasi Produk Halal dalam Hukum 
Islam.Yogyakarta:IDEA Press. 2014 
Salim, HS.Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia.Jakarta: Raja 
Grafindo Persada.2017 




Qardhawi, Yusuf.Halal dan Haram Dalam Islam.Surakarta: Era 
Intermedia. 2007 
Fachruddin.Ensiklopedia al-Qur’an.Jakarta: Rineka Cipta. 1992 
Kotto, Alaiddin.Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh.Jakarta: Raja Grafindo 
Persada. 2011 
I Doi, Rahman.Muamalah.Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996 
Daud, AliMohammad.Hukum Islam.Jakarta: Grafindo Persada. 2005 
Ibrahim, Duski.Kaidah-Kaidah Fiqh.Palembang: Grafika Telindo. 2014 
Ananda, ArfaFaisar. Wanti Marpaung.Metodologi Penelitian Hukum 
Islam.Jakarta: Kencana. 2016 
Shomad, Abd.Hukum Islam.Jakarta: Kencana. 2012 
Daud, AliMohammad.Hukum Islam.Jakarta: Raja Grafindo Persada. 
2005 
Yunia, FauziaIka.Etika Bisnis Dalam Islam. Jakarta: Kencana. 2013 
J.Setiadi, Nugroho.Perilaku Konsumen.Jakarta: Kencana. 2003 
Yusuf, Qardhawi. Norma dan Etika Bisnis Islam.Jakarta: Gema Insani 
Press. 2001 
al-Banna, Jamal.Manifesto Fiqih Baru Memahami Paradigma Fiqih 
Moderat.Jakarta: Gelora Aksara Pratama. 2008 
W Alhafidz, Ahsin.Fiqih Kesehatan.Jakarta: Amzah. 2010 




Qardhawi, Yusuf.Norma dan Etika Ekonomi Islam.Jakarta: Gema 
Insani Press. 1997 
Shidiq, Sapiudin.Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana.  2011 
Rasjid, Sulaiman.Fiqh Islam.Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset. 
2015 
Qaradhawi, Yusuf. Halal dan Haram Fil Islam.Bandung: Jabal. 2014 
Abu, Malik KamalSyaikh.Fiqh Sunnah lin Nisaa’.Depok: Dar 
Taufiqiyyah. 2016 
Majelis, Ulama Indonesia. “Himpunan Fatwa MUI”. Jakarta: 2011 
B. Jurnal 
Riyono, “Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi dan Brand 
Image Terhadap Keputusan Pembelian Produk Aqua”, jurnal 
Vol. 8. No. 2 tahun 2016. 
Mardesci,Hermiza. “Pangan Halal Dan Cara Memilih Produk 
Kemasan Yang Aman Dan Halal”, Jurnal Vol. 2. No. 2 Tahun 
2013. Diakses Pada Tanggal 31 Maret 2018 
Hasan,Sofyan. Universitas Sriwijaya Palembang. Pkl 14:22, Tgl 22-11-
2017 
C. Skripsi 
Waskito,Danang. “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan 
Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan 
Halal”, Skripsi (Universitas Negeri Yogyakarta. 2015). 
61 
 
Ernawati, Titi. “Pengaruh Label Halal Dan Tingkat Harga Terhadap 
Keputusan Menggunkan Produk Kosmetik”, Skripsi (UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta. 2015). 
Wahyuni,Meika.“Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat 
Halal”, Skripsi (UIN Walisongo Semarang. 2015). 
Asy‟ari,Hasyim. “Kriteria Sertifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif 
Ibnu Hamz dan MUI”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta). 
Kartini,Indira. “Pengaruh Labelisasi Halal Majelis Ulama Indonesia 
Terhadap Keputusan Pedagang Menjual Produk Makanan 
Dalam Kemasan Di Kelurahan Talang Aman Kecamatan 
Kemuning Palembang”, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri 
Raden Fatah Palembang. 2013) 
D. Undang-undang 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang 
Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Nomor 295 Tahun 
2014 
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 
Tentang pedoman dan Tata-tata Cara Pemeriksaan dan 
Penetapan Pangan Halal 




Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 Tentang 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Lembaran Negara Nomor 14 
Tahun 1992 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang 
Label dan Iklan Pangan, Lembaran Negara Nomor  131 Tahun 
1999. 
E. Internet 
http://kbbi.kata.web.id/jaminan, Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2018 
https://kbbi.web.id/produk.html, Diakses Pada Tanggal 19 Mei 2018 

















Nama   : Harpani 
Tempat/Tgl Lahir : Talang Balai Lama, 02 Maret 1994 
Alamat  : Sungai Itam No 20 Rt 02 Rw 09 Kel. 
                Siring Agung Kec. Ilir Barat I 
Riwayat Pendidikan : 
1. SDN TALANG BULUH  
2. SMP SANDIKA SUKAJADI 
3. SMK TEKNOLOGI BISTEK PALEMB
ANG 
 
Motto Hidup  : Semua Impian akan terwujud jika 
                        memiliki keberanian untuk mengejarnya 
Nama Orang Tua :  
  Ayah : Abubakar 
  Ibu : Sobah 
Alamat Orang Tua : Sungai Itam No 20 Rt 02 Rw 09 Kel. Siring 
                        Agung Kec. lir Barat I 
Pekerjaan Oprang Tua: 
  Ayah : Tani 
  Ibu  : Ibu Rumah Tangga 
 
64 
 
65 
 
 
66 
 
 
 
